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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak menjadi suatu komponen krusial untuk menunjang kemajuan negara 

melalui pernerimaan pajak yang  berguna untuk proses pembangunan 

infrastruktur1, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya (James and Alley, 2009). 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak 

merupakan kewajiban yang  disetorkan oleh pihak pribadi atau badan yang  bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan 

demikian kecil atau besarnya penerimaan pajak mejadi penentu seberapa besar 

anggaran negara dapat menyokong pengeluaran negara termasuk dalam hal 

pendanaan anggaran rutin  ataupun dalam pendanaan. 

Davoodi & Zou (1998) dalam penelitiannya menyebutkan mengenai 

pengenaan pajak dapat memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi 

yang lebih baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan demikian, 

peningkatan penerimaan pajak merupakan tindakan yang tidak berlebihan jika 

dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan dana untuk pembiayaan 

pembangunan. Disamping itu, pengenaan pajak juga berfungsi menjadi instrument 

bagi stabilisasi ekonomi. Hal ini yang menjadikan penerimaan pajak berperan 

sebagai penyumbang utama akan penerimaan negara. Penerimaan yang diperoleh 

dari pajak tersebut yang kelak diperuntukan menjadi anggaran untuk merealisasikan 

belanja negara.  
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Disisi lain, regulasi perlu dilakukan yang bertujuan untuk menambah basis 

pajak serta meningkatkan rasio penerimaan pajak untuk mendorong iklim usaha. 

Selain itu, peningkatan ekspor dapat mendukung meningkatkan rasio 

penerimaan pajak yang lebih besar (Ajaz and Ahmad, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2010-2021, data diolah 

Gambar 1 Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2010-2021 

Gambar 1 menunjukkan secara umum penerimaan pajak memiliki tren yang 

fluktuatif selama periode 2010-2021. Selama kurun waktu 12 tahun terakhir, rata-

rata penerimaan pajak di Indonesia yaitu Rp.1.254 Triliun. Penerimaan Pajak 

tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.866 Triliun, sedangkan yang 

terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.723 Triliun.  

Potensi pajak dibeberapa negara untuk saat ini belum dapat terhimpun dengan 

optimal. Tingkat kepatuhan pajak yang cenderung belum stabil merupakan masalah 

yang perlu untuk diselesaikan oleh pemerintah. Pelayanan yang diberikan 

pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan 

membayar pajak. Berbagai masalah kelembagaan dalam proses menghasilkan 
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penerimaan inilah yang menjadi hambatan bagi negara-negara berkembang untuk 

dapat menciptakan pendapatan yang cukup dari untuk negaranya. 

Worldwide Governance Indicators secara keseluruhan relevan dalam 

konteks ini. Worldwide Governance Indicators merupakan indikator  yang 

diterbitkan oleh World Bank, yang terdiri dari pengendalian korupsi, stabilitas 

politik, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, akuntabilitas penegakan hukum 

dan kualitas peraturan. Penerapan Worldwide Governance Indicators suatu negara 

merupakan faktor penting bagi proses pembangunannya. World Bank (2017) 

menyatakan bahwa good governance merupakan badan dengan manajemen yang 

terpercaya dan bertanggung jawab dengan prinsip yang diterapkan adalah 

demokrasi yang menciptakan efisiensi pasar, terhindarnya dari alokasi dana 

investasi yang salah sasaran serta mencegah terjadinya korupsi secara politik 

ataupun administratif, menerapkan disiplin dalam penganggaran dengan 

menciptakan legal and political framework yang berguna untuk meningkatkan 

aktivitas usaha.  Maka dari itu, mengejutkan melihat minimnya atensi yang 

dibubuhkan terhadap salah satu penunjang paling krusial terkait upaya untuk 

menunjang pendapatan publik.  

Bird dan Zolt (2008) merumuskan struktur pajak terlalu responsif bagi 

struktur pemerintahan untuk negara penerimaan tinggi dapat menunjang 

kemampuan pajak mereka lewat rekonstruksi struktur tata kelola pemerintahan. 

Pengembangan kinerja pajak ini yang berperan untuk menunjang peningkatan 

pendapatan suatu negara yang berakibat peningkatan pembangunan negaranya. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat memenuhi segala 
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kebutuhan rakyat serta dilarang untuk mendelegasikannya kepada siapa pun atau 

pihak mana pun. Terdapat beberapa bentuk perilaku pemerintah diantaranya 

penanggulangan korupsi, efektivitas birokrasi serta dapat mengontrol kondisi 

politik agar seimbang (Ritsatos, 2014). 

Adapun beberapa indikator penting yang menjadi faktor dalam menentukan 

besarnya penerimaan pajak anatara lain pengendalian korupsi, efektivitas 

pemerintah dan kualitas regulasi. Pada Tabel 1 ditampilkan tiga indikator tersebut.  

Tabel 1. 1  Indeks Pengendalian Korupsi, Efektivitas Pemerintah dan 

Kualitas Regulasi 

Indeks 2002 2021 Gap 

Pengendalian Korupsi -1.14 -0.43 0.72 

Efektivitas Pemerintah -0.41 0.38 0.79 

Kualitas Regulasi -0.64 0.30 0.94 

Sumber : World Bank, 2002 dan 2021, data diolah 

Salah satu poin yang menjadi perkara utama ialah korupsi yang terjadi pada 

administrasi perpajakan. Korupsi menjadi satu aspek penting bagi masalah tata 

kelola dan manajemen publik yang  tidak dapat dilihat secara tersendiri. Untuk 

menciptakan pendapatan terdapat dua komponen yang krusial yakni administrasi 

perpajakan dan reformasi sistem perpajakan (Brondolo et al., 2008). Target 

utamanya ialah demi menyokong efektivitas administrasi perpajakan, yang spesifik 

dilakukan dengan meredakan korupsi serta penyelewengan pajak.  

Negara bagian Asia Tenggara yang menjadi salah satu negara berkembang 

menunjukkan kondisi angka tingkat korupsi yang dinilai masih besar. Pajak 

merupakan salah satu bidang yang dimanfaatkan dalam upaya pengendalian 
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masalah korupsi. Tingkat penerimaan pajak di negara Asia Tenggara masih 

terbilang kecil yakni bernilai kurang dari 20 persen (Ajaz dan Ahmad, 2010).  

Peningkatan penerimaan pajak dapat dicapai dengan melakukan upaya 

pengendalian korupsi secara aktif. Pengendalian korupsi yang berhasil dapat 

memberikan dampak positif dalam angka penerimaan pajak negara. Terdapat faktor 

lain yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya angka inflasi, Produk 

Domestik Bruto yang dilihat dari sisi ekspor dan impor serta kualita regulasi (Ajaz 

dan Ahmad, 2010). Hakikatnya penanganan korupsi wajib dikembangkan agar 

meningkatnya rasio penerimaan pajak bagi PDB. 

Tabel 1.1 memperlihatkan indeks pengendalian korupsi dengan melihat gap 

tahun 2002 dan 2021. Pengendalian korupsi memiliki besaran mulai dari -2,5 yang 

artinya kontrol korupsi paling lemah, sedangkan 2,5 yang artinya kontrol korupsi 

kuat. Berdasarkan tabel 1 gap pengendalian korupsi di Indonesia menunjukkan nilai 

yang positif yaitu sebesar 0.72. Dengan demikian indeks pengendalian korupsi di 

Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin membaik.  

Fenomena selanjutnya yang menjadi factor penyebab melemahnya 

pendapatan ialah efektivitas pemerintah dalam menyokong meningkatnya 

penerimaan pajak negara. Studi yang dijalankan Aizenmana dan Jinjarak (2008) 

berpusat pada efektivitas penghimpunan pajak. Studi ini mendapati kestabilan 

politik serta polarisasi yang lebih besar berdampak pada efektivitas penghimpunan 

pajak. Menurunnya stabilitas politik menggariskan lemahnya efektivitas 

penghimpunan pajak. Studi yang dijalankan oleh Melo (2011) mempelihatkan hail  

pemaparan hasil pajak yang sedidkit disebabkan atas ketidakstabilan politik. 
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Kaufman et al., (2009) menjelaskan bahwa efektivitas pemerintah 

merupakan kapabilitas pemerintah guna memfasilitasi prasarana umum serta 

kapabilitas kemampuan pemerintah guna menciptakan kebijakan dengan baik. 

Sistem pemerintahan yang diaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan tata 

kelola yang baik juga. Jika penduduk menghargai prasarama umum yang disalurkan 

oleh pemerintah melalui pajak yang disetorkan, mengindikasikan kepercayaan 

penduduk pada pemerintah bertambah besar. Penduduk berkeyakinan penciptaan 

prasarana umum membutuhkan anggaran yang bersumber dari Pajak (Fjeldstad, 

2001). Fenomena ini menggambarkan asumsi penduduk terkait taraf pelayanan 

publik dan taraf independensinya dari desakan politik, taraf penciptaan dan 

penerapan kebijakan, serta reliabiliitas tanggung jawab pemerintah pada kebijakan 

yang diciptakannya.  

Menciptakan petugas pajak yang kompeten, responsif, jujur, transparan, 

serta akuntabel menjadi salah satu program dari restorasi system perpajakan 

(Prichard, 2010). Program ini dirumuskan guna mendorong kepercayaan penduduk 

yang akan mematuhi dan kontributif terkait seluruh kebijaakan pemerintah. 

Pemerintah wajib beroperasi yang produktif terkait penciptaan prasarana umum dan  

menanggung kesejahteraan untuk menyokong penghimpunan pajak karena agar 

bisa menikmati pelayanan publik maka penduduk harus menyetorkan pajaknya 

(Prichard, 2010). 

Tabel 1.1 memperlihatkan indeks efektivitas pemerintah pada tahun 2002 

sebesar – 0.41 dan tahun 2021 sebesar 0.38 menunjukkan nilai gap yang positif 

sebesar 0.79.  Nilai gap yang menunjukkan hasil yang positif menandakan bahwa 
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sistem pemerintah berjalan secara efisien serta memberikan kontribusi baik dalam 

membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.  

Masalah utama yang ketiga ialah kualitas regulasi. Kualitas regulasi 

merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintah yang menunjukkan 

kemampuan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan yang tepat sasaran 

untuk menmbantu mengembangkan tingkat pertumbuhan sektor swasta (Kaufmann 

et al., 2010). Kebijkan yang telah dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara seperti melalui penerimaan 

pajak. Kebijakan yang dilaksanakan harus sebandingkan dengan fasilitas yang 

didapatkan oleh masyarakat.  

Pada tabel 1.1 menunjukkan indeks kualiatas regulasi pada tahun 2002 

sebesar  -0.64 dan tahun 2021 sebesar 0.30 dengan nilai gap sebesar 0.94. Nilai gap 

indeks kualitas regulasi menunjukkan hasil yang positif. Dengan demikian, 

menunjukkan penerapan kebijakan publik yang telah dilaksanakan untuk 

mendorong peningkatan pajak berjalan dengan baik dan efisien. Studi terkait 

memanfaatkan data empiris indikator tata kelola pemerintahan di Indonesia. 

Berdasarkan  garis besarnya pendapatan pajak tren yang fluktuatif dari tahun 2002-

2021, rasio pendapatan pajak bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dari kurun waktu 

2002-2021.  

Berlandaskan representasi umum yang tergambar pada penjelasan diatas, 

kedudukan pemerintah dalam pendapatan pajak terlampau dominan posisinya. 

Pemerintah berkomitmen dalam pengelolaan, pengawasan serta perwijudan 

kepentingan penduduk yang harus dilaksanakan yang berasal dari pendapatan pajak 
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yang disetorkan oleh masyarakat selaku penyetor pajak. Pendapatan pajak di 

Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Tata kelola menjadi bagian aspek penting yang dapat memastikan 

kepatuhan pajak yang akan berdampak bagi besar atau kecilnya pendapatan pajak. 

Agar dapat  memeriksa efek dari kelembagaan yang ada pada moral pajak beberapa 

proksi yang bersumber pada indeks tata kelola, dimana variabel digunakan guna 

menilai seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membuat serta 

merealisasikan program yang tepat sasaran (efektivitas pemerintah, kualitas 

kebijakan) serta rasa hormat masyarakata serta negara pada bagain pemerintah yang 

mengolah kegiatan social serta ekonomi (penagangan korupsi serta aturan hukum). 

Studi ini ditujukan sebagai analisis dalam menilai dampak tata kelola pemerintah 

yang sesuai dengan pendapatan pajak. Tata kelola pemerintah yang bagus pada 

studi ini direpresentasikan oleh indeks seperti pengendalian korupsi, efektivitas 

pemerintah dan kualitas regulasi. Maka demikian target studi ini ialah untuk 

memeriksa “Pengaruh Pegendalian Korupsi, Efektivitas Pemerintah dan 

Kualitas Regulasi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berlandaskan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah yang diteliti 

pada studi ini ialah: 

Bagaimana pengaruh antara pengendalian korupsi, efektivitas pemerintah dan 

kualitas regulasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Berlandaskan pada rumusan masalah yang dikemukakan, maksud tujuan 

dari dilakukannya studi ini ialah: 

Agar dapat mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian korupsi, 

efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi terhadap penerimaan pajak di 

Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk 

Pemerintah Indonesia terkait menafsirkan cara menunjang penerimaan 

pajak melalui memajukan kinerja pemerintahannya. 

b. Berlandaskan hasil dari studi ini, diharapkan agar bisa menerbitkan aturan 

bagi penghimpunan serta manajemen pajak guna keperluan penduduk. 

1.4.2. Manfaat Akademisi 

a. Berfungsi sebagai sumber pendidikan bagi ilmu ekonomi, terutama bagi 

permasalahan penerimaan pajak.  

b. Menjadi tambahan ilmu  untuk akademisi sebagai referensi untuk studi 

berikutnya, yang berkaitan dengan penerimaan pajak sebagai instrumen 

penelitian selanjutnya. 
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